
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan merupakan strategi 

pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk menjadikan pertanian yang 

maju, efisien, dan tangguh.
1
 Program pembangunan pertanian saat ini telah 

menunjukan hasil dalam peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan 

masyarakat, meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan program pembangunan 

sering berbenturan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan sehingga 

berpotensi menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 

Salah satu dampak negative yang harus dihindari adalah tersebarnya banyak jenis 

bahan pencemar lingkungan baik dalam air, tanah, maupun udara, menyebabkan 

kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apabila kegiatan pembangunan 

seperti ini dibiarkan tidak terkendali, maka akan merugikan generasi mendatang 

atau dapat mendatangkan kemiskinan dan kesengsaraan.  

Fry (1982), dalam sistem manajemen tanaman pupuk dan pestisida merupakan 

unsur atau subsistem dalam agroekosistem.
2
 Salah satu bahan pencemar 

lingkungan hidup adalah pupuk dan pestisida (an-organik). Pasal 1 ayat (2) 

                                                           
1
 N Resso, 2013, Sektor Pertanian, digilib.unila.ac.id/1177/6/BAB%20I.pdf, , hari rabu 16 juli 

2014, pukul 20.00 
2
 Ginting, 2013, Ilmu Penyakit Tumbuhan,Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Lampung, 

hlm. 3 
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang 

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 

Pertanian TA 2014, bahwa Pupuk merupakan bahan kimia atau organism yang 

berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung 

dan tidak langsung. Pupuk an-organik merupakan pupuk hasil rekayasa secara 

kimia, fisikan, atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat 

pupuk.  

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ 

SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, pestisida 

adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang 

dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama atau penyakit yang 

merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian, memberantas gulma, 

mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan, 

mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, kecuali 

yang tergolong pupuk memberantas atau mencegah hama luar pada ternak dan 

hewan piaraan, memberantas atau mencegah hama air memberantas atau 

mencegah binatang dan jasad renik dalam rumah tangga memberantas atau 

mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau 

binatang yang dilindungi, dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air.  

Apabila digunakan secara tidak bijaksana, termasuk bahan pencemar yang 

berbahaya bagi  kesehatan masyarakat karena residu yang ditinggalkan baik pada 

hasil pertanian, perkebunan, maupun lingkungan. 
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Berdasarkan hasil monitoring Balai dan Pusat Penelitian serta dinas-dinas 

pemerintah bahwa pada saat ini residu pupuk dan pestisida telah banyak 

mencemari tanah, air, dan juga mencemari makanan. Pihak masyarakat atau petani 

sebagai pelaku pembangunan pertanian atau perkebunan mengeluarkan dana tidak 

sedikit dalam upaya memelihara tanaman dan meningkatkan hasil panennya. 

Apabila terbeli agroinput antara lain pupuk dan pestisida dengan mutu rendah atau 

palsu atau kadaluarsa, maka upaya yang dilakukan para petani akan menjadi sia-

sia. Menurut Pasal 1 huruf 15 Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-

Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk 

Sektor Pertanian pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 

(enam) azas yaitu tepat jenis, waktu, jumlah, tempat, mutu, dan harga yang layak 

sangat penting dalam menggunakan pupuk dan pestisida secara bijaksana. 

 

Karena pupuk dan pestisida sangat penting peranannya dalam peningkatan 

produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan nasional, untuk itu diperlukan pengawasaan secara efektif dan 

efisien guna menghindari dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta mencegah peredaran dan 

penyimpangan pupuk dan pestisida yang tidak terkendali. Mutu pupuk dan 

pestisida yang tidak terjamin, penemuan banyaknya peredaran pupuk ilegal dan 

pemalsuan pestisida merupakan indikasi bahwa fungsi pengawasan pupuk dan 

pestisida perlu ditingkatkan dan diberdayakan pada segala tingkatan.  
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Melalui pengawasan pengendalian, pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk 

dan pestisida diharapkan pupuk dan pestisida tersedia sampai tingkat petani secara 

jenis, waktu, jumlah, tempat, mutu terjamin, dan harga yang terjangkau, 

melindungi kesehatan manusia serta kelestarian alam dan lingkungan hidup, 

menjamin mutu dan efektifitas pestisida, serta memberikan perlindungan kepada 

produsen, distributor, pengecer, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang di 

awasi oleh suatu wadah koordinasi pada setiap daerah kabupaten/kota. 

 

Terkait dengan pengawasan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman, pupuk yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi 

ketentuan, Pasal 37 ayat (1) bahwa pupuk yang beredar wajib memenuhi standar 

mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, Pasal 37 ayat (3) bahwa 

pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk. Mengenai ketentuan tata 

cara pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk lebih lanjut diatur 

dalam peraturan pemerintah. Pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Meteri Perdagangan 

Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 bahwa pengawasan atas pengadaan, penyaluran, 

pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Pengawasan pestisida pada Bab IV Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, 

bahwa pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman 

bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label. Menurut Pasal 39 Undang-

Undang 12 Nomor tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pemerintah 

melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta penggunaan 

pestisida. Pengawasan Pestisida tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 
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Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, Dan Penggunaan 

Pestisida. 

 

Kegiatan lain yang telah ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalah dengan 

diberlakukannya deregulasi di bidang pendaftaran dan pemberian izin pupuk dan 

pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya 

jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh menteri pertanian. 

Dalam setiap Peraturan Menteri Pertanian senantiasa menetapkan persyaratan 

mutu pupuk dan pestisida yang wajib dijamin oleh masing-masing pemegang 

pendaftaran. Salah satu kriteria penting yang ditetapkan untuk mutu pupuk adalah 

komposisi bahan dan kadarnya, sedangkan pestisida adalah kadar bahan aktif yang 

dinyatakan dengan angka, sesuai dengan yang dinyatakan oleh pemohon 

pendaftaran dalam daftar isian pemohon pendaftaran yang diperoleh dari Pusat 

Perizinan Dan Ivestasi Departemen Pertanian.
3
 

 

Perizinan ini guna melindungi masyarakat atau petani dari peredaran pupuk dan 

pestisida ilegal. Pengawasan pupuk dan pestisida dilakukan oleh unsur-unsur, Tim 

Pengawasan Pupuk Bersubsidi Ditingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk Dan 

Pestisida (KPPP) Provinsi Dan Kabupaten, Petugas Pegawai Pupuk Dan 

Pestisida/PPNS, dan Masyarakat. Perangkat peraturan perundang-undangan 

terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi telah diterbitkan, namun 

kenyataan di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang 

tidak diketahui mutu dan efektifitasnya.  

                                                           
3
Net Surfer. 2012. Pedomana Awas Pupuk.www.scribd.com/mobile/doc/16364821. 12Agustus 

2014, pukul20:33:47. 
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Kasus lain pada pupuk subsidi sangat menonjol yakni pengalihan peruntukkan 

dengan modus penggantian karung pupuk subsidi. Pada hari sabtu, tanggal 24 

Desember 2011, termuat berita di situs internet rakyat lampung, pada tanggal 17 

februari 2010 terjadian pemalsuan yang dilakukan oleh CV SMB. Polres 

Lampung Timur melakukan pemanggilan kepada Direktur CV SMB Ina Sunardi 

selaku distributor Pupuk Pusri dengan nomor B:313/XII/2011/Reskrim. Satria 

Prayoga dari BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan 

hubungan antara pengecer  dan distributor yang diikat dengan Surat Perjanjian 

Jual Beli (SPJB) terdapat pada pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
4
  

 

Pada Pasal 17 ayat (3) kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya 

indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwijaya 

(Persero) Produsen, distributor, pengecer dilakukan oleh Direktur Jendral 

Perdaganagan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Tim Pengawas Pupuk 

Bersubsidi Tingkat Pusat, Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota yang 

membidangi perdagangan atau pejabatan yang ditunjuk atau, Komisi Pengawas 

Pupuk Dan Pestisida provinsi/kabupaten/kota. Menurut ayat (4) dikatakan dalam 

hal adanya bukti yang kuat ke arah pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana 

ekonomi berupa denda. Dan Direktur CV SMB menjelaskan bahwa, Tato yang 

melaporkan sejak tanggal 31 Januari 2011 tidak lagi tercatat sebagai penyalur 

Pupuk Urea Bersubsidi dari CV SMB. Tato diberhentikan sebagai pengecer 

                                                           
4
 Zal, 2011, http://www.rakyatlampung.co.id/new/otonomi-daerah/lampung-timur/2936-cv-smb-

tuding-tidak-mendasar.html, jumat, 05 september 2014, pukul 22:47. 
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karena banyak melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi. 

Melihat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus 

dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta instansi terkait 

dibidang pupuk dan pestisida. 

 

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) merupakan wadah koordinasi 

pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat 

provinsi yang ditetapkan oleh gubernur maupun tingkat kabupaten/kota yang 

ditetapkan oleh bupati/walikota. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida pada 

tingkat provinsi dibentuk dengan ditetetapkannya Keputusan Gubernur Lampung 

Nomor G/056/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Dan 

Pestisida Provinsi Lampung. Kebijakan yang dikeluarkan gubernur lampung  

untuk mempermudah tugas Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida dalam 

melakukan monitoring atau evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan 

pengendalian, pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida oleh 

instansi terkait dan Tim/Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida di daerah 

kabupten atau kota. 

 

Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida  di Kabupaten Lampung 

Timur diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2014 dengan dikeluarkan Keputusan 

Bupati Lampung Timur Nomor B.329/04/UK/2014 tentang Pembentukan Komisi 

Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014. Agar 

pelaksanaan pengendalian dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan 

tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, 

jenis, maupun harganya, sehingga dibentuknya Komisi Pengawas Pupuk dan 
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Pestisida di Kabupaten Lampung Timur sebagai upaya pemerintah untuk 

pengawasan dan pengendalian pupuk dan pestisida yang beredar dimasyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas perlu dibahas tentang 

“Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida Oleh Komisi Pengawas 

Pupuk dan Pestisida (KPPP) Di Kabupaten Lampung Timur”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah pengawasan dan penerapan sanksi dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi dan pestisida oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) 

di Kabupaten Lampung Timur? 

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat KPPP dalam mengawasi pupuk 

bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Lampung Timur? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum administrasi negara 

pada umumnya dan hukum dan perizinan pada khususnya mengenai peran Komisi 

Pengawas Pupuk Dan Pestisida di Kabupaten Lampung Timur dalam mengawasi 

peredaran pupuk ke suatu daerah pertanian. Penelitian ini dilakukan pada Komisi 

Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) sebagai wadah koordinasi dalam 

melakukan pengawasan pengendalian, pengadaan, peredaran, dan penggunaan 

pupuk dan pestisida. Pada Distributor pupuk bersubsidi, dan pengecer atau 

penyalur pupuk bersubsidi di daerah Lampung Timur 

 

 

 

 



9 

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengawasan dan penerapan sanksi dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi dan pestisida oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan 

pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida oleh Komisi 

Pengawas Pupuk Dan Pestisida  Kabupaten Lampung Timur. 

 

1.4.2. Kegunaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis 

a. Menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai Peran Komisi 

Pengawasan Pupuk Dan Pestisida berguna sebagai upaya pengembangan 

wawasan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian 

bidang hukum administrasi negara pada pada khususnya mengenai peran 

Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida di kabupaten di Lampung Timur 

dalam mengawasi peredaran pupuk ke suatu daerah pertanian.  

b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi 

salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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2) Kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah 

daerah lainnya yang diwilayahnya telah menerapkan kebijakan terhadap 

pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida. 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah yang di wilayahnya belum terdapat kebijakan tentang 

pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida. 

 


